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Polemik revisi undang-undang tentang pilkada menjadi isu utama dalam proses demokrasi
Indonesia pekan ini. Pada 20 Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk
membatalkan ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah dan mengubah syarat usia
calon yang harus diperhitungkan sejak penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU), bukan sejak
pelantikan. (Yuniarto, 2024). MK juga menolak gugatan perubahan syarat usia minimal dalam UU
Pilkada melalui- Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024. Berdasarkan hal tersebut, bagi
Mahkamah Konstitusi, usia minimal calon gubernur dan wakil gubernur adalah 30 tahun dan 25
tahun bagi calon bupati dan wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota, terhitung sejak
calon kepala daerah. ditentukan. Pada tanggal 21 Agustus 2024. Peneliti ingin mengetahui
bagaimana polemik yang terjadi pada revisi UU Pilkada 2024 oleh DPR. Peneliti melihat
permasalahan ini dari sudut pandang masyarakat, tokoh masyarakat, DPR dan Mahkamah
Konstitusi,-dengan menggunakan perangkat framing Zongdang Pan & Gerald Kosikci dan portal
berita Kompas.com dan Detik.com. Detik.com secara keseluruhan artikel ditemukan beberapa
hal dari pemberitaan yang terbitkan oleh detik.com mengenai polemik revisi uu pilkada, Peneliti
menemukan bahwa pembingkaian utama yang berusaha di bentuk oleh detik.com adalah detail
dari segi informasi dan narasumber yang memang berada di polemik kasus tersebut.
kompas.com secara keseluruhan artikel ditemukan beberapa hal dari pemberitaan yang
diterbitkan oleh kompas.com mengenai polemik revisi uu pilkada 2024, pembingkaian utama
yang dilakukan oleh kompas.com adalah didominasi oleh headline berita yang memberikan
tanggapan dari masyrakat, pemerintahaan dan artis yang sedang melaksanakan aksi di lokasi
demo
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